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ADA enam daerah yang mengaku tidak memiliki dana cukup untuk mi
kulu Utara, Kota Bitung (Sulawesi Utara), Kabupaten Yahukimo (Papua), Kabupaten Supiori (

Utara). FoTo: IST

JAKARTA, MERCUSUAR-
Kementerian Dalam Negeri
mengklarifikasi 12 dari 68
daerah, yang pelaksanaan
pilkadanya diajukan ke 2015,
terkait kesiapan anggaran
dana pemilihan bupati dan
walikota pada Desember:

Direktur Jenderal Keuan-
gan Daegah Reydonnizar Moe-

nek mengatakan dari 12 dae-"

rah tersebut 11 di antaranya
belum terkonfirmasi karena
tidak hadir dalam rapat klari-
fikasi yang digelar di Jakarta,

Kemendagri K

Senin (20/4/2015), sedangkan
satu daerah mengaku tidak
memiliki cukup dana untuk
menganggarkan pilkada.

“Tinggal Halmahera Barat
yang masih proses fasilitasi oleh
Kemendagri, sedangkat 11 dae-
rah lainnyamasih terus kami up-
ayakan konfirmasinyamengenai
sejauh mana kesiapan mereka.
Secepat-cepatnya, malam ini
sudah ada kesimpulan,” kata
Reydonnizar di Jakarta.

Senin, Kemendagri mengun-
dang sekretaris daerah dari

—

enggelar pilkada 2015, yakni Kabupaten Kaur (Bengkulu), Kabupaten Beng-
Papua) dan Kabupatén Halmahera Barat (Maluku

68 pemerintah daerah beserta
perwakilan Komisi Pemilihan
Umum dan Panitia Pengawas
Pemilu setempat, guna meng-

Klarifikasi kesiapan anggaran-

pelaksanaan pilkada.

Dalam rapat klarifikasi ter-
sebut ditemukan enam daerah
yang mengaku tidak memiliki
dana yang cukup untuk meng-
gelar pilkada 2015, yakni
Kabupaten Kaur (Benglulu),
Kabupaten Bengkulu Utara,
Kota Bitung (Sulawesi Uta-
ra), Kabupaten Yahukimo

larifikasi Kesiapan Dana

(Papua), Kabupaten Supiori
(Papua) dan Kabupaten Hal-
mahera Barat (Maluku Utara).
“Dalam rapat klarifikasi
tadi enam daerah menyatakan
siap menggelar pilkada namun
belum cukup (dananya). Na-
mun setelah difasilitasi oleh
Kemendagri, dibedah satu per
satu APBD mereka, lima di
antaranya menyatakan siap
dan cukup,” jelasnya.
Sedangkan 11 daerah yang
belum terkonfirmasi kesia-
pan dana untuk pilkada 2015

Pilkada

adalah Kutai Timur, Kutai
Barat, Nunukan, Majene,
Konawe Utara, Boven Digoel,
Mamberamo Raya, Yalimo,
Balikpapan, Kuantan Senggigi
dan Nias Selatan.

Terhadap daerah tersebut,
Kemendagri akan mendorong
kesediaan pemerintah daeral
setempat untuk segera menan-
datangani naskah perjanjian
hibah daerah (NPHD) untuk
pelaksanaan pilkada 2015.

“Di atas kertas, mereka
memiliki kapasitas fiskal yang
memadai. Sehingga seharus-
nya tidak ada alasan bagi me-
reka untuk tidak bisa meng-
gelar pilkada,” ujarnya.

Menurut Kemendagri, yang
masih menjadi persoalan terkait
penganggaran pilkada adalah di
68 daerah yang masajabatan ke-
paladaerahnya berakhir Januari
hingga Juni 2016 namun harus
mengikuti pilkadaserental pada
Desember 2015.

Akibatnya, sebanyak 68
daerah tersebut belum sempat
menganggarkan dana pilkada
baik di dalam anggaran penda-
patan belanja daerah (APBD)
maupun APBD perubahan.

Sedangkan untuk 201 daerah,
yang masa jabatan kepala dae-
rahnya berakhir sepanjang 2015,
menurut Kemendagyi tidak ada
masalah dalam penganggaran
karena sudah menyusun dana
pilkada dalam APBD perubahan
daerah tersebut. ant




